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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi publikasi informasi yang dilakukan oleh tim komunikasi publik Sekertariat Nasional Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian PPN Bappenas serta mengidentifikasi hambatan dan upaya optimalisasi yang dilakukan dalam mendukung peningkatan pemahaman dan partisipasi publik terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Model kualitatif digunakan dalam studi ini. Wawancara mendalam dengan karyawan komunikasi publik, observasi selama magang, dan penelitian pustaka dari berbagai sumber yang relevan digunakan. Model komunikasi Lasswell digunakan untuk analisis data, yang mempertimbangkan komponen seperti komunikator, pesan, media, audiens, dan efek. Penelitian menunjukkan bahwa, sejak didirikan pada tahun 2017, peran Sekretariat Nasional SDGs telah berubah, berkembang dari fokus pada koordinasi dan pelaporan menjadi pusat penggerak komunikasi publik tentang pembangunan berkelanjutan. Untuk publikasi yang efektif, pesan harus konsisten, audiens harus disegmentasi, dan berbagai saluran komunikasi digunakan, seperti media sosial, situs web resmi, dan acara nasional. Data primer menunjukkan bahwa publikasi SDGs tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat melalui cara yang informatif, mendidik, dan kolaboratif. Namun, kurangnya literasi publik, keterbatasan akses digital, kurangnya perhatian media, dan kemungkinan misinformasi menghalangi proses publikasi. Hambatan internal termasuk tingginya beban kerja, keterbatasan sumber daya manusia komunikasi, dan kebutuhan untuk standarisasi pesan. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan publikasi informasi SDGs telah berhasil, tetapi masih perlu menyesuaikan diri dengan perubahan audiens dan kemajuan teknologi. Untuk meningkatkan jangkauan dan dampak komunikasi publik SDGs di Indonesia, pendekatan partisipatif, data-driven, dan kolaboratif sangat penting.
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1. Latar Belakang
Informasi publik merupakan hak mendasar masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mendapatkan informasi publik, hal ini merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan modern. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemerintahan, meningkatkan partisipasi, dan mendorong tata kelola yang baik. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan kebijakan pemerintah secara bebas, sehingga memperkuat kontrol sosial dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan [1]. Hak masyarakat untuk mendapat informasi publik merupakan komponen penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Hak Masyarakat untuk mendapat informasi publik merupakan komponen penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Informasi publik merujuk pada data, fakta, atau materi yang dapat diakses oleh masyarakat umum [2]. Hal ini berisi informasi tentang kebijakan pemerintah, oprasi lembaga publik, dan hal lain yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat umum. Tujuan dari konsep informasi publik untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dan organisasi publik.
Keterbukaan informasi di negara yang demokrasi merupakan aspek yang paling penting, oleh karena itu hal ini merupakan  agenda reformasi yang harus segera diselesaikan [3]. Dengan demikian, strategi publikasi informasi publik menjadi instrumen penting dalam memastikan prinsip transparansi berjalan efektif serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Terutama pada saat inisebagaiera keterbukaan informasi, dan penguasaan informasi yang telah menjadi determinasi pencerdasan sekaligus pendulum  kemajuan  bangsa, paradigma  informasi yang sebelumnya  tertutup  dan dimonopoli oleh elit penguasa, kini  diserahkan  kepada  rakyat [4].
Berdasarkan konteks Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda global, mengharuskan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat luas. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda yang berhasil disahkan pada pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-70 pada September 2017 lalu dengan 17 tujuan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingungan untuk dicapai pada tahun 2030. Sekertariat Nasional di bawah naungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas sebagai koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengelola dan menyebarkan informasi terkait pencapaian target SDGs.
SDGs membawa lima prinsip – prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu people (manusia), planet (bumi), prosperity (kemakmuran), peace (perdamaian), partnership (kerjasama) [5]. Untuk menumbuhkan kepercayaan stakeholder, pemerintah daerah harus  memastikan  prosedur yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan arahan pemimpin [6]. Pencapaian SDGs tidak hanya menuntut keseimbangan antar dimensi pembangunan, tetapi juga membutuhkan strategi publikasi informasi publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk pendukung dan percaya satu sama lain.
Komunikasi tentang seluruh aspek pembangunan berkelanjutan (KPB) adalah suatu proses saling mengerti dan memahami antara pemerintah dan warga negaranya menuju suatu masyarakat yang terjamin masa depannya [7]. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, komunikasi pembangunan berkelanjutan membutuhkan komunikasi yang terbuka dan mudah diakses masyarakat. Dengan demikian publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Publikasi informasi tidak hanya sebatas penyampaian data, tetapi juga berperan sebagai sarana komunikasi strategis yang mampu menjembatani pemerintah dan masyarakat. 
Keterbukaan informasi publik terkait agenda pembangunan global seperti SDGs menjadi salah satu fondasi penting untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan [8]. Oleh karena itu, publikasi informasi tidak hanya sebatas penyampaian data, tetapi juga berperan sebagai sarana komunikasi strategis yang mampu menjembatani pemerintah dan masyarakat. Informasi publik bukan hanya instrument transparansi, tetapi juga sarana membangun komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat [9]. Publikasi informasi tentang SDGs memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan. Tujuan dari konsep informasi publik untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dan organisasi publik.
Pengungkapan informasi penting karena bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjamin keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pembangunan. Adanya publikasi informasi, masyarakat dapat mengerti arah kebijakan pemerintah dan ikut serta dalam proses pembangunan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, agar informasi itu efektif maka dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Strategi ini sangat penting agar informasi tidak hanya sampai, tetapi juga dipahami dan mampu memicu partisipasi publik dalam mencapai tujuan SDGs. 
[bookmark: _Hlk215500301]Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan [10]. Strategi komunikasi adalah bagaimana mengkomunikasikan suatu pengetahuan yang diperlukan orang agar mereka memiliki kesadaran akan suatu hal [11]. Strategi adalah rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan-kegiatan utama masyarakat yang akan menentukan keberhasilannya untuk mencapai tujuan pokok dalam lingkungan yang penuh tantangan [12]. Strategi komunikasi publik pada dasarnya adalah upaya untuk menyampaikan informasi dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatan partisipasi masyarakat. 
Publikasi informasi yang dilaksanakan oleh Sekertariat Nasional SDGs mengacu pada Model Teori Komunikasi Lasswell. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Harold Lasswell pada tahun 1948, Lasswell mengatakan bahwa cara terbaik dalam menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: who says, what in, which channel, to whom. and what effect. Teori ini sejalan dengan penerapan publikasi informasi pada Sekertariat Nasional SDGs di Indonesia.
Meskipun mekanisme keterbukaan informasi telah berjalan, namun masih terdapat tantangan dalam strategi publikasi yang diterapkan, seperti keterbatasan media komunikasi, kurangnya pemahaman audiens, dan hambatan teknis lainnya.  Berangkat dari latar belakang tersebut maka ditemukan rumusan masalah yaitu, bagaimana strategi publikasi informasi yang dilakukan oleh tim komunikasi publik pada Sekertariat Nasional SDGs dan apa saja hambatan yang dihadapi lalu bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengooptimalkan publikasi informasi terkait SDGs di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana strategi publikasi informasi yang dilaksanakan oleh tim komunikasi publik pada Sekertariat Nasional SDGs dan menjelaskan apa saja hambatan beserta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas publikasi informasi terkait SDGs di Indonesia.
2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam terkait proses strategi publikasi informasi pada Sekertariat Nasional SDGs. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apapun. Data sekunder adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti [13]. Pada tulisan ini data primer diperoleh dari wawancara pada staf komunikasi publik divisi Sekertariat Nasional SDGs. Data sekunder yang digunakan pada makalah ini diperoleh dari beberapa kajian serupa. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan wawancara untuk pengambilan data yang akan dilakukan pada staf komunikasi publik Sekertariat Nasional SDGs. 
Teknik pengumpulan data mengarah pada metode yang digunakan untuk mengunpulkan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan makalah seminar. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu, partisipasi aktif yaitu keterlibatan penulis dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan untuk mendapat data yang akan digunakan, wawancara teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu staf komunikasi publik Sekertariat Nasional SDGs, dan studi pustaka mengarah pada proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber untuk menambah informasi yang serupa. Studi Pustaka pada makalah seminar ini diperoleh dari internet seperti jurnal, buku, web site, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik.
3. 	Hasil dan Diskusi
[bookmark: _Hlk67818599]Sejak tahun 2017, Sekertariat Nasional Sustainable Development Goals (SDGs) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki mandat utama sebagai pusat koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. SDGs penting adanya karean merupakan seruan global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan semua orang menikmati kehidupan yang damai dan sejahtera. Awalnya Sekertariat Nasional SDGs lebih fokus pada laporan nasional terkait pembangunan. Seiring berkembangnya sistem pengelolaan data, meningkatnya kebutuhan akan komunikasi, dan tuntutan partisipasi berbagai pihak, maka Sekretariat Nasional SDGs berkembang menjadi pusat komunikasi berkelanjutan. 
Meningkatnya kebutuhan akan komunikasi publik dan partisipasi dari berbagai pihak, peran Sekertariat Nasional SDGs semakin berkembang menjadi pusat strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan yang fokus pada publikasi edukasi, dan melibatkan masyarakat. Salah satu tugas penting dari bidang komunikasi publik adalah pengelolaan publikasi dan strategi, menyebarkan informasi, yang mencakup pembuatan konten digital, pengelolaan media sosial, publikasi pencapaian nasional. Perkembangan ini sesuai dengan kebutuhan transparansi informasi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini menegaskan bahwa informasi publik merupakan alat untuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut, pentingnya memiliki strategi publikasi informasi karena pesan yang tidak terarah akan mengakibatkan kesalah pahaman terhadap masyarakat, informasi yang diberikan tidak sesuai, serta tidak memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesadaran publik terh adap SDGs di Indonesia. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target untuk tahun 2030 mendatang. Berdasarkan kondisi tersebut tim komunikasi publik Sekertariat Nasional SDGs memerlukan penyederhanaan pesan, keseragaman dalam penyampaian, serta pemilihan media yang tepat agar informasi dapat mudah dipahami oleh masyarakat. 
Minimnya strategi komunikasi yang terstruktur, maka publikasi informasi yang dilakukan oleh tim komunikasi publik Sekertariat Nasional SDGs tidak akan beerjalan lancar, target audiens tidak akan sesuai, dan akan menimbulkan kesalahpahaman informasi. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang masih terkendala dalam teknologi digital. Oleh karena itu tim komunikasi publik Sekretariat Nasional SDGs membutuhkan strategi publikasi informasi sebagai bagian yang penting agar informasi terkait SDGs dapat tersampaikan dengan sebagaimana mestinya.
Hasil wawancara menyatakan publikasi informasi SDGs bertujuan tidak hanya untuk menyebarluaskan data, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi publik terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan fungsi komunikasi publik yang menempatkan informasi sebagai media pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menjelaskan bahwa publikasi SDGs berfungsi ganda yaitu pertama sebagai tools of information untuk menyampaikan capaian dan kebijakan pemerintah, kedua sebagai tools of engagement untuk berkolaborasi lintas sektor, baik dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi maupun pemerintah daerah.
Model komunikasi [14] Lasswell (1948) yang di rumuskan melalui pertanyaan “Who, What, Channel, Whom, Effect” digunakan untuk menganalisis efektivitas strategi publikasi SDGs. Sebagai upaya untuk memahami efektivitas strategi publikasi informasi yang dijalankan oleh tim komunikasi publik Sekretariat Nasional SDGs, analisis tidak hanya berdasarkan observasi di lapangan namun digunakan juga pendekatan teoritis yang bisa menjelaskan bagaimana proses publikasi informasi berjalan. Data primer yang didapat dari wawancara dan partisipasi aktif di lapangan memberikan gambaran jelas mengenai cara tim komunikasi publik Sekertariat Nasional SDGs bekerja. Meskipun data tersebut memberikan gambaran nyata, agar dapat dianalisis lebih dalam dibutuhkan landasan teori yang tepat sesuai dengan cara komunikasi pada instansi pemerintahan. 
Who (komunikator) komunikator dalam teori Lasswell adalah pihak yang berperan utama dalam mempublikasikan informasi pada masyarakat. Data primer menunjukan bahwa komunikator utama yaitu tim komunikasi publik Sekertariat Nasional SDGs di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Tim ini memiliki mandat strategis dalam mengelola pesan dan citra publik lembaga. Bedasarkan hasil wawancara “sejak awal dibentuk tahun 2017, Sekertariat Nasional SDGs berperan sebafai penggerak utama koodinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi implementasi SDGs Indonesia.”  Strategi yang digunakan yaitu menjaga kredibilitas lembaga melalui konsistensi pesan dan transparansi informasi. Hal ini penting agar publik mempercayai sumber informasi resmi dari pemerintah. 
What (pesan yang disampaikan) komponen ini dalam teori Lasswell menekankan pentingnya menyusun pesan yang jelas, relevan, dan mudah dipahami. Data primer menunjukan bahwa tim komunikasi publik Sekretariat Nasional SDGs secara konsisten menyampaikan pesan tentang pentingnya kerja sama antar pihak, peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, serta kemajuan Indonesia dalam mencapai target SDGs. Temuan di lapangan pesan yang disampaikan berfokus pada urgensi kolaborasi multipihak, inovasi pembangunan, dan aksi nyata masyarakat terhadap SDGs. Berdasarkan hasil wawancara “kami memastikan narasi SDGs tersampaikan secara seragam dan mudah dipahami lintas platform.” Strategi yang digunakan pada indikator pesan yang disampaikan yaitu fokus pada penyusunan pesan yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Narasi SDGs dikemas dalam gaya visual dan bahasa sederhana agar mudah dipahami audiens. 
Channel (media yang digunakan) menurut teori Lasswell, karakteristik audiens dan tujuan pesan menentukan saluran komunikasi. Data primer menunjukan bahwa tim komunikasi publik Sekertariat Nasional SDGs menggunakan beragam media komunikasi publik untuk menjangkau audiens yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara “media yang digunakan meliputi web site resmi SDGs Indonesia sebagai pusat informasi dan publikasi data, media sosial seperti Instagram, X, LinkedIn, dan YouTube, untuk menjangkau generasi muda dengan gaya visual storytelling, publikasi media nasional, serta event komunikasi publik seperti SDGs Festival dan Annual Conference”. Prinsip Lasswell bahwa saluran harus dipilih secara strategis agar pesan dapat tersampaikan secara optimal. Tim komunikasi publik Sekretariat Nasional SDGs telah menerapkan teori komunikasi Lasswell pada poin tersebut.
Whom (komunikan) teori Lasswell mejelaskan bahwa pemahaman audiens sangat penting untuk keberhasilan komunikasi. Komunikan dibagi berdasarkan kelompok strategis diantaranya yaitu, generasi muda, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan pada saat wawancara “target audiens ditentukan berdasarkan tema dan tujuan kampanye.” Strategi yang digunakan dengan melakukan segmentasi audiens berdasarkan, usia, profesi, dan kepentingan pembangunan. Pesan dan media disesuaikan dengan karakter tiap kelompok agar komunikasi lebih tepat sasaran. Metode ini sejalan dengan teori Lasswell, yang menyatakan bahwa pemahaman karakter audiens penting agar pesan dapat diterima oleh masyarakat.
Effect (dampaknya) poin terakhir mengacu pada sejauh mana komunikasi mengubah perilaku, meningkatkan pemahaman, atau meningkatkan keterlibatan publik. Berdasarkan data primer dampak utama komunikasi adalah meningkatnya kesadaran publik dan partisipasi multipihak. Berdasarkan hasil wawancara “kami menggunakan indikator seperti capaian engagement dan reach di media sosial, jumlah publikasi di media massa, serta feedback dari publik melalui survei atau interaksi digital.” Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan evaluasi berbasis data seperti engagement rate, reach, dan feedback pubik untuk mengukur efektivitas komunikasi. Selain indikator digital, dampak juga diukur melalui partisipasi multipihak yang lebih besar seperti kegiatan SDGs Annual Conference dan SDGs Action Awards. Hasil ini sesuai dengan teori Lasswell bahwa komunikasi dikatakan berhasil ketika dapat mengubah pemahaman dan perilaku audiens.
Analisis berdasarkan teori Lasswell strategi komunikasi publik SDGs telah memenuhi prinsip komunikasi yang efektif. Komunikator yang kredibel yaitu tim komunikasi publik yang menjaga kredibilitas dan citra SDGs Indonesia. Pesan yang terencana dan relevan, berisi informasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan dikemas secara informatif dan mudah dipahami. Media yang digunakan beragam, mulai dari media konvensional, media digital, hiingga publikasi nasional. Segmentasi audiens dilakukan berdasarkan usia, profesi, dan kepentingan pembangunan. Dampak yang terukur melalui engagement, reach, serta publikasi media. 
Komunikasi publik tentang SDGs bersifat partisipatif dan bisa berubah sesuai kebutuhan, menciptakan ruang untuk berdiskusi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi feedback dalam teori Komunikasi Lasswell yang menegaskan bahwa pentingnya pengaruh pesan terhadap perilaku audiens. Strategi publikasi informasi publik tentang SDGs tidak hanya satu arah, tetapi melibatkan masyarakat sebagai bagian aktif dari proses pembangunan yang berkelanjutan.
Upaya untuk mendukung analisis yang didasarkan oleh teori Lasswell yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi Sekretariat Nasional SDGs telah dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Hasil wawancara dan partisipasi aktif menunjukan bahwa tidak hanya kualitas pesan, media, dan segmentasi audiens yang berpengaruh pada efektivitas komunikasi, tetapi juga berbagai faktor. Secara lebih jelas untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan strategi publikasi, diperlukan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi serta solusi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Oleh karena itu, masalah dan solusi yang digunakan tim komunikasi publikasi Sekretariat Nasional SDGs untuk mengoptimalkan publikasi informasi SDGs di Indonesia.
Berdasarkan hasil observasi hambatan pada faktor eksternal dalam publikasi informasi pada Sekertariat Nasional SDGs adalah rendahnya literasi dan perhatian publik terkait SDGs. Terutama pada situasi sosial, budaya, dan media di Indonesia merupakan penghalang eksternal untuk publik informasi SDGs. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa literasi publik masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami hubungan SDGs dengan kehidupan sehari – hari, sehingga informasi yang diberikan seringkali tidak cukup. 
Keterbatasan infrastruktur digital dibeberapa wilayah Indonesia juga termasuk merupakan hambatan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa pesan SDGs sulit disampaikan kepada masyarakat di wilayah tertentu dengan akses internet rendah atau literasi digital yang terbatas. Akibatnya, publikasi digital di media sosial tidak tersebar secara meluas pada daerah tersebut. Kondisi ini menunjukan bahwa menghadapi tantangan dari luar membutuhkan strategi publikasi informasi pada tim komunikasi publik yang fleksibel dan mencakup saluran yang lebih terbuka dan pendekatan yang lebih mendalam.
Hambatan yang terjadi pada faktor internal yaitu meliputi keterbatasan sumber daya tim komunikasi  dengan prioritas program yang beragam. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi kendala utama bagi tim komunikasi publik Sekretariat Nasional SDGs, terutama ketika harus mengelola publikasi informasi di banyak media sekaligus. Pelaporan nasional, persiapan acara, dan koordinasi dengan eksternal adalah contoh agenda prioritas yang menyebabkan beban kerja yang besar dan waktu produksi konten yang terbatas. Situasi seperti ini mengharuskan tim komunikasi publik bekerja dengan cepat dan sering menyelesaikan beberapa tugas dalam satu waktu yang sama. Selain itu, kebutuhan untuk memastikan bahwa pesan tetap konsisten di berbagai media menjadi lebih sulit karena setiap konten harus melalui proses varifikasi dan penyesuaian untuk mengikuti pedoman komunikasi yang berlaku. Kondisi ini menunjukan bahwa untuk mempertahankan kualitas publikasi di tengah keterbatasan tim yang ada, peningkatan kapasitas internal dan manajemen kerja yang lebih terorganisir sangat penting.
Sekertariat Nasional SDGs menanggapi hambatan eskternal tersebut dengan menyederhanakan pesan serta memperbanyak variasi konten yang dipublikasikan. Upaya ini dilakukan agar informasi tentang SDGs dapat lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Hal itu menjadikan informasi yang dipublikasikan tidak hanya informatif tetapi juga lebih dekat dengan kebutuhan publik, sehingga masyarakat dapat lebih memahami informasi yang dipublikasikan. Selain itu, Sekertariat Nasional SDGs mengembangkan strategi komunikasi berbasis kolaborasi di tingkat daerah berbasis kolaborasi di tingkat daerah untuk mengatasi masalah akses internet dan kemungkinan misinformasi. Upaya yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan kampus, pemerintah daerah, dan komunitas, untuk menyebarkan informasi terkait SDGs Indonesia secara lebih merata, khususnya pada daerah yang terdapat kendala akses internet yang terbatas.
Upaya untuk mengatasi hambatan internal dengan penggunaan teknologi digital untuk mengefesiensikan tenaga kerja dalam publikasi informasi, hasil penelitian menemukan adanya penerapan AI – based content analytics untuk memantau performa media sosial dan menentukan waktu unggah paling efektif. Selain itu adanya kerja sama dengan sektor swasta melalui cause marketing dan CSR alignment berhasil meningkatkan jangkauan pesan dan memperluas segmentasi audiens. Selain itu pelatihan keterampilan digital seperti pengelolaan media sosial, desain konten seperti infografis, dan pengolahan data dilakukan untuk meningkatkan kemampuan internal. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membantu karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan yang memerlukan komunikasi yang semakin cepat. Untuk mengurangi beban kerja sekaligus menjaga konsistensi pesan, tim komunikasi publik Sekretariat Nasional SDGs juga menerapkan sistem kerja yang lebih terorganisir, seperti pembagian tugas yang jelas yang membuat perencanaan pembuatan konten. Proses komunikasi publik menjadi lebih efisien meskipun keterbatasan sumber daya manusia.
4. 	Kesimpulan
[bookmark: _Hlk67818646]Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi publikasi informasi oleh tim komunikasi publik Sekertariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman publik,partisipasi, dan kerja saa untuk pembangunan berkelanjutan. Analisis yang didasarkan pada teori komunikasi Lasswell mengkorfimasi bahwa lima komponen utama (Who, What, Channel, Whom, dan Effect) membentuk proses komunikasi. Komunikator yang kredibel, pesan yang informatif dan mudah dipahami, penggunaan berbagai media, segmentasi audiens yang jelas, dan dampak yang terukur. Hasil wawancara menunjukan bahwa publikasi informasi SDGs tidak hanya menyampaikan capaian tetapi juga mengajak dan mendorong masyarakat melalui berbagai  cara inovatif dan kerja sama. Hambatan eksternal yang dihadapi seperti kurang literasi publik, perhatian media, dan terbatasnya akses internet dapat diatasi melalui penyederhanaan pesan, konten digital, dan penguatan kolaborasi. Sementara itu, hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia pada tim komunikasi publik ditangani dengan meningkatkan pedoman komunikasi dan mengatur alur kerja. Oleh karena itu, strategi publikasi Sekertariat Nasional SDGs telah menunjukan hasil yang baik secara keseluruhan, meskipun masih diperlukan optimalisasi keberlanjutan. Untuk meningkatkan jangkauan, akurasi, dan dampak publikasi informasi SDGs di Indonesia, pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data sangat penting.
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